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Abstrak
 

Perkawinan menurut Hukum Islam itu dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat. Salah

satu akibat dari Perkawinan tersebut adalah dengan timbulnya Harta Bersama. Harta bersama adalah harta

yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan. Skripsi ini

membahas mengenai pengaturan Harta Bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pengaturan Harta Bersama ini. Untuk

menjawab permasalahan tersebut diatas, diadakan penelitian dengan didukung oleh wawancara kepada

pihak yang berkompeten terhadap permasalahan skripsi ini. Bentuk penelitian yang dilakukan adalah yuridis

normatif, yang menekankan pada penggunaan data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang

dilakukan, dapat penulis simpulkan bahwa Hukum Islam tidak mengenal konsep Harta Bersama, namun

para pihak yang bersengketa dapat melakukan Syirkah Inan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur dengan jelas dalam Pasal 29 yang menjelaskan bahwa Para Pihak

yang membuat Perjanjian Perkawinan harus dilakukan secara tertulis secara sah dan selama perkawinan

berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali dengan persetujuan kedua pihak. Oleh karena itu,

dengan adanya perjanjian perkawinan akan lebih mudah mengatur harta masing-masing. Apabila terjadi

perceraian, maka Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tersebut dapat dibagi dua sesuai dengan keputusan Pengadilan, walaupun pada kenyataannya Penetapan

Pengadilan tidak selalu membagi dua harta tersebut.

......

According to the Islamic Law, a marriage is considered legal when it has fulfil the prequisites of "rukun"

and "syarat". One of the cosequences of a marriage is the existence of a common asset. Common asset is

asset(s) acquired both by husband and wife together throughout the period of their marriage. The thesis

discuss the arrangement of common asset in accordance with Law no 1 year 1974 on Marriage and how

common asset is managed under the Islamic Law. Competent party was interviewed, in order to answer the

issue at hand. Normative judicial research is used in this research where it emphasizes the use of primary

and secondary data. The research concludes that Islamic Law does not identify with the concept of a

common asset, however, conflicting parties can conduct Syirkah Inan. Meanwhile, the Law no 1 year 1974

on Mariage stated clearly in article 29 that a prenuptual agreement should be done in writing, legally andit

can not be changed during a marriage unless agreement is reached by both party. Consequently, a prenuptual

agreement would make asset management far less complicated. According to Islamic Law Complilation and

Law no 1 year 1975 when a divorce takes place, any common asset would be divided equally in accordance

with a court's decision, eventhough, in reality, the court's decision does not always divide the assets equally. 
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